
 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD SATPOL PP 2019 - 2023 

Tugas : Menegakan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat 

Fungsi : Dalam melaksanakan tugas Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi : 

 Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan 

masyarakat; 

 Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan Peraturan Kepala Daerah; 

 Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah; 

 Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 

 Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya; 

 Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan 

 Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala 
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KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BIAK NOMOR NOMOR TAHUN 2022 

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BIAK NUMFOR 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BIAK NUMFOR 

Tugas 

Fungsi 

: Menegakan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat 

: Dalam melaksanakan tugas Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor mempunyai fungsi : 

- Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan 

masyarakat; 

- Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan Peraturan Kepala Daerah; 

- Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah; 

- Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 

- Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya; 

- Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan 

- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah. 
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